
 

 

 

 

 

 

BUPATI KENDAL 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 40 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP 

KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 

Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi 

Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap 

Kelurahan di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

SALINAN 
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Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 198, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 

15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

  15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

220); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 46); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 159); 

  22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No. 28); 

  23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal 

dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI 

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Bupati adalah Bupati Kendal. 

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 

4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan clan 

Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang 

selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di 

Daerah kabupatenjkota yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat kelurahan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

 

BAB II 

JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
 

Pasal 2 

(1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di 

Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 

78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. 

7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta 

rupiah). 

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD 

Tahun Anggaran 2020. 

 

BAB III 

MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 
 

Pasal 3 

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daerah untuk 

setiap kelurahan dialokasikan dengan ketentuan alokasi DAU 
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Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagikan kepada seluruh 

Kelurahan secara merata. 
 

BAB IV 

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN  

PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 
 

Pasal 4 

Rincian besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di 

Daerah untuk setiap kelurahan tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal, 30 April 2020 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

MIRNA ANNISA 

 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal, 30 April 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 

MOH. TOHA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 40 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KENDAL, 

 

 

NUR FUAD, S.H.,M.H. 

Pembina Tk. I 

NIP. 19700215 199003 1 006  



 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL 

   NOMOR : 40 

   TAHUN : 2020 

 

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN UNTUK SETIAP KELURAHAN 

DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO KECAMATAN KELURAHAN 
KODE WILAYAH 

PEMERINTAHAN 

BESARAN DAU 

TAMBAHAN (Rp) 

1 2 3 4 5 

1  KENDAL CANDIROTO 33.24.11.15.1001 366.000.000,- 

  SUKODONO 33.24.11.15.1002 366.000.000,- 

  JOTANG 33.24.11.15.1003 366.000.000,- 

  TROMPO 33.24.11.15.1004 366.000.000,- 

  KETAPANG 33.24.11.15.1005 366.000.000,- 

  KEBONDALEM 33.24.11.15.1006 366.000.000,- 

  KALIBUNTUWETAN 33.24.11.15.1007 366.000.000,- 

  SIJERUK 33.24.11.15.1008 366.000.000,- 

  TUNGGULREJO 33.24.11.15.1009 366.000.000,- 

  JETIS 33.24.11.15.1010 366.000.000,- 

  BUGANGIN 33.24.11.15.1011 366.000.000,- 

  LANGENHARJO 33.24.11.15.1012 366.000.000,- 

  PEKAUMAN 33.24.11.15.1013 366.000.000,- 

  PATUKANGAN 33.24.11.15.1014 366.000.000,- 

  PEGULON 33.24.11.15.1015 366.000.000,- 

  BANYUTOWO 33.24.11.15.1016 366.000.000,- 

  KARANGSARI 33.24.11.15.1017 366.000.000,- 

  NGILIR 33.24.11.15.1018 366.000.000,- 

  BANDENGAN 33.24.11.15.1019 366.000.000,- 

  BALOK 33.24.11.15.1020 366.000.000,- 

 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

MIRNA ANNISA 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KENDAL 
 
 

NUR FUAD, S.H., M.H. 
Pembina Tk. I 

NIP. 19700215 199003 1 006 


